
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI PADA

DAERAH RUMAH SAKIT
AJI MUHAMMAD PARIKESIT KABUPATEN KUTAI KART

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 61 Tahtm 2007 tentang Pedoman Teknis.
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,
perlu ada aturan tentang Remunerasi pada Badan

Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aji
Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara,

|

a.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana: dimaksud.
pada huruf a diatas, pertu membentuk Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pemberian Remunerasi pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aji
Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara,

b.

| Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara53

Republik Indonesia Tahun 1945:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4286),
Undang-Undang Nomor Ii Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400),
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431),
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15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman. Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310):

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah,

17. Keputusan Menteri. Kesehatan Nomor

361/Menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Penetapan
Penghasilan Pemimpin dan Dewan Pengawas Rumah

Sakit Badan Layanan Umum,

18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013

tentang Pola TarifBadar Layanan Umum Rumah Sakit Di
Limgkungan Kementerian Kesehatar,

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014

tentang Pedoman Pelaksana Program Jaminan Kesehatan
Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD
PARIKESIT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

I. Pemerimtah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pimpinan BLUD adalah Direktur RSUD A.M Parikesit.

4. Direktur Rumah Sakit adalah Kepala atau Pejabat tertinggi di Rumah Sakit

yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang memenuhi syarat
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis
yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan Rumah

Sakit.
6. Paramedis dan lainnya merupakan kumpulan perawat, bidan, tenaga penata

anastesi, analis, radiographer, fisioterafis dan farmasi.
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063),

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor” 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072):

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor5587),
Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3637),

8.

10. Perataran Pemerintah Nomor 24 Tahuna 2005 tentang

11.

12.

13.

14.

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503),
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340),
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK 02/2006
tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat
Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 73/PMK 05/2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

10/PMK 02/2006 tentang Pedoman Penetapan
Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan

Pegawai Badan Layaan Umum,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah

Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini yang
dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa

penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari

keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip
efisiensi dan produktivitas.

Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang
diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan,

rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.

8.

. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan9.
pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat

inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai

Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk

menduduki.jabatan pemerintahan.

Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non

PNS adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan,

diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas tertentu yang
berstatus bukan PNS.

Rumah Sakit Umam Daerah Ap Muhammad Parikesit yang selanjutnya

disingkat RSUD A.M Parikesit adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menyelenggarakan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit, dari

pelayanan dasar sampai dengan sub spesialistik sesuai dengan

kemampuannya.
Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD
adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai

pengecualian dari ketertun pengelolaan keuangan daerah pada unmumnya.

Remunerasi adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai dalam

bentuk uang selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang berlaku sesuai

yang ditetapkan Pemerintah.

Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayaran yang diberikan oleh Rumah Sakit
kepada masyarakat, dalam hal ini meliputi Pelayanan Medik, Pelayanan

Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Administrasi

Manajemen.
Mutu pelayanan kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat

kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata

penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar

dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
Tarif Layanan adalah seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat
atas penyelenggaraan kegiatan BLU di Rumah Sakit.
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183.

19.

20.

21.

22.

(1)

(2)

(3)

(1)

Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh BLUD Rumah Sakit atas

pemakaian akomodasi, bahan neon medis, obat-obatan, bahan/alat
kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan
medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya
Investasi.
Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas

jasa yang diberikan kepada pasien dafam rangka pelayanan medis,

pelayanan penunjangmedis dan/atau penunjang lainnya.

Biaya Umum adalah biaya yang disisihkan dari jasa pelayanan di RSUD A.M

Parikesit yang penggunaannya dimanfaatkan untuk seluruh Karyawan
Rumah Sakit.

Manajemen dan administrasi adalah bagian yang keberadaannya mermunjang

unit pelayanan yang ada di Rumah Sakit diantarannya seperti unit

manajemen, keamanan, Instalasi Gizi, Instalasi Laundry, pemeliharaan

gedung, kebersihan dan Rekam Medis.

Pegawai BLUD adalah Pegawai yang berstatus PNS maupun Non PNS yang

bekerja dan/atau memberikan pelayanan di RSUD A.M Parikesit.

BAB I!
REMUNERASI
Bagian Kesatu

Maksud, Tujuan dan RuangLingkup
Pasal 2

Maksud Remunerasi antara lain :

a. menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang
memerlukan kebersamaan,

b. memberikan azas perlindungan bagi sermua komponen baik di unit

pelayanan maupun unit pendukung dalam 1 (satu) rantai nilai:

Cc. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya

keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/
akuntabekdan

d. saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan

kejujuran.
Tujuan Remunerasi antara lain :

2. memingkatkan motivasi kerja:
b. meningkatkan kesejahteraan karyawan:dan

c. meningkatkan kinerja rumah sakit secara keseluruhan.

IEn

Ruang Lingkup Remunerasi meliputi pelaksanaan Remunerasi PPK-BLUD di

RSUD A.M Parikesit.
Bagian Kedua

Sistem Remunerasi

Pasal 3

Pendapatan BLUD Rumah Sakit bersumber dari:

a. jasa layanan:
b. hibah,

5s



c. hasil kerjasama dengan pihak lain,

&. APBD,
e. APBN,:dan
f. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

(2) Pengaturan pembagian pendapatan yang diperoleh rumah sakit dari jasa
layanan kepadamasyarakat di distribusikan sebagai berikut:

a. 564 (lima puluh enam persen) sebagai jasa sarana,dan

b. 4496 (empat puluh empat persen) sebagai jasa pelayanan.

(3) Distribusi prosentasi jasa pelayanan sebagai berikut :

a. biaya umum/kebersamaan sebesar 1Yo.

b. direktur sebesar 294.
c..sisa dibagi dengan presentasi sebagai berikut :

1. medis sebesar 4645:
2. paramedis dan tenaga lainnya 36fb,dan
3. manajemen dan administrasi sebesar 18Y6..

(4) Pembagian jasa pelayanan yang di distribusikan untuk medis, paramedis
dan manajemen serta administrasi selanjutnya diatur oleh Direktur Rumah
Sakit.

Bagian Ketiga
Akuntabilitas Kinerja

Pasal 4

(1) Direktur bertanggungjawab terhadap akuntabilitas kinerja seluruh Pegawai
BLUD.

(2) Akuntabilitas kinerja seluruh Pegawai BLUD harus disusun dalam sistem

akuntabilitas kinerja mefaut pernlaian kinerja sebagai dasar penetapan

pemberian Remunerasi.
Bagian Keempat
Tim Remunerasi

Pasal5
(1) Direktur dapat dibantu Tim Remunerasi untuk membantu pelaksanaan

Remunerasi secara adil, jujur, proposional dan obyektif.

(2) Keanggotaan dan tugas Tim Remunerasi diatur lebih lanjut dalam

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundngkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Desember 2014
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Diundangkan di Tenggarong

RITAWIDYASARI

—. pada tanggal 23 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH

KUTAI
—

DRS. EDI DAMANSYAH,/M.Si
NIP. 19650302 199403 1 0011

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 39
TAHUN 2014.
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